PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan penataan lata
ruang perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan
perkembangan pembangunan dewasa ini dan untuk
memberi kesempatan kepada pengusaha supaya lebih
berperan dalam mengembangkan usahanya dalam
mengisi pembangunan dasrah serla meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupalen Aceh Tamiang;

b.  bahwa Retribusilzin Tempat Usaha merupakan potensi
sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditinjau
kembali Keputusan Bupati Acsh Tamiang Nomor 007
Tahun 2004 dan selanjutnya mengatur kembali dalam
Qanury

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurut b perlu membentuk
Qanun tentang Retribusi lzin Tempat Usaha;
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Menimbang

Undang-Undang Gangguan (Hieder Ordonantie) Stad
blaad Momer 226 Tahun 1926 yang diubah dengan
Staadblaad Nomor 450 Tahun 1840;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara. Fepublik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3209);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 lentang Penataan
Auang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
FRepublik Indonesla Tahun 1997 Nomaor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan alau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Clenom
Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebaga
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembararn
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesis
Nomor 4184);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Baral Daya, Kabupater
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagar
Raya dan Kabupaten Aceh Taméang di Provinsi Manggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembarar
MNegara Republik Indonesia Nomor 4176);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4369);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahan 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Noror 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomar 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indoneia Nomor 4433) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Momor B Tahun
2005 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4548};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1883 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

Peraturan Pemerirntah Nomor 68 Tahun 1898 tenang Tata
Cara Peran Serla kat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indanesia Tahun 1998 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang

1 Py intah dan Ki gan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomar 54, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2601 Nomar 119, Tambahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989
tentang ketentuan umum mengenal Penyidik Pegawal
Megeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Jo.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkurgan
Pemerintah Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama

| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN ;
menetapkan @ QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

| Pasal1

|

!Da\am Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Dagrah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Dacrakhy;

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

4. Dewan Penwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPAD adalah DPRD
Kabupaten Aceh Tamiang;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah
sesual dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Badanadalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Tarbatas,
Perseroan Kemanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Mitik Negara atau
Dagrah dengan nama atau bentuk apapun Persekuluan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana
Pensiun, Bantuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

Retribusi perizinan tertentu adatah Retribus! atas kegiatan tertentu Pemedintah
Daerah dalam Pemberian Izin kepada Qrang Pribadi alau Badan yang
dimaksirdian untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan
alas kegiatan peranfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasiiitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian ingkungan;

e

5



o

Izin Tempat Usaha adalah pemberian I7in Tempat Usaha kepada Orang
Pribadi atau Badan atas permohonan yang bersangkutan;

Retribus Izin Tempal Usaha yang selanjuinya disebut Retribusi adalah
Pembayaran atas Pemberianlzin Tempal Usaha kepada Crang Pribadi atau
Badan;

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajiblkan untuk melakukean pembayaran
Retribusi;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang mernupakan batas wakiu
bagi wajib Retribusi untuk memantaatkan Jasa Pelayanan atas perizinan
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutrya dapat disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajlb reteibusi urtuk melaporkan
data objek refribusi dan wajib retribusi sebagal dasar perhitungan dan
pembayaran reiribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjulnya dapat disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang
terutang;

Surat Ketetapan Retribusl Daerah Kurang Bayar, untuk selanjutnya dapat
disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terhitung, jumlah kredit Retribusi, jumiah kekurangan
pembayaran pokok Retribusi, besamya sanksl administrasi dan jumiah yang
masih harus dibayar:

Surat Ketetapan Retrlbusi Daerah Kurang( Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentulan lambahan
atas jumiah retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya

_dapat disingkat SKRDLB, adalah suatu Kepulusan yang menentukan jumiaft

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebib bosar
dari pada Retribusi yang terutang alau tidak sehamnsnya terutang;
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17. . Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan [ atau sanksi
Administrasi berupa denda;

‘ha‘ Surat Keputusan Keberatan adaleh Surat Keputusanaatas keberatan SKRD,
SKRDOKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusl;

19. Pemeriksaan adalah serangkatan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribus? berdasarkan Peraturan
Perindang-undangan Retribusi Daerah;

P0. Penyidikan Tindak Pldana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkalan

| findakanyang dilakukan oleh Penyidlk Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukt itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
yang terjadi serta k L

| BABH
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sgmberian lzin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan
nengendalikan serta menata keglatan usaf 1gan peruntukan ki

dan area yang lelah diatur dalam Hencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
'RTRWK).

Pasal 3

Pemberian Izin Tempal Usaha bertujuan untuk mewujuckan keterliban dalam
bemsaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK].




BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pagal4

Retribusi ini disebul Retribusi |zin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagal
pembayaran atas pemberian |zin Tempat Usaha kepada orang pribadi dan/atau
Badan.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang dan/
atau badan.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang darvatau Badan yang memperoleh pefayanan izin
Tempat Usaha.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

{1]  Setiap Orang danfatau Badan yang hendak membuka tempat usahafjasa
dalam Daerah harus memperaleh |zin Tempat Usaha teriebih dahulu dengan
mengajukan permohonan secara tertulls kepada Bupati.

() Setiap pemberian izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipungut ftetibusi berdasarkan jenis usahanya.

(3) Syarat-syarat pengajuan permohonan lzin Tempal Usahasebagal berikut :
a. surat Permohonan bermaleral;
b fote copy Karlu Tanda Penduduk (KTF) pemilik usaha yang masin
beraku;
c. pas photo pemilik usaha ukuran 3 x 4 cm;
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d. bukti Pajak dan Retribusi daerah atau pejak lain yang berhubungan
dengan usaha tahun berjalan;

e.  |zin Mendirikan Bangunan {MB) dan P8 (izin Penggunaan Bangunan);

1 Akte Pendirian Perusahaan/perubahannya;

g. Rekomendasi dari Dinas terkait; dan

h. Rekomendasr Camat setempat.

.‘;\/aral -syaratlain sesuai dengan kegialan bidang usaha yang meliputi :
restoran, rumah makan, katering dan kedai kopi melampirkan :
1. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan;
2. Rekomendasi dariDinas Kesehatan; dan
3. Izin Gangguan {(HO) dari Bupali.

b, rumah kecantikan dan wisma pangkas melampirkan :
1. Rekomendasi dari Kantor Syariat Islam Kabupalen Aceh Tamiang;
2, Karluy Kir dari Dinas Kesehalan Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha; dan
4, Izin Gangguan (HO) dari Bupati.

c. rental dan jual VCD melampirican :
1. Rekomendasi dari Kepolisian;
2 R i dari Kantor Syars abupalen Acsh Tarmiang; dan
3. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha.

d. telekomunikasi dan publikasi melampirkan :
1. Rekomendasi darl Dinas terkaft;
2. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha; dan
3. |zn Gangguan (HO) dari Bupati.

e. depotobat melampirkan :
1. F fasl darl Dinas. 1 Aceh Tamiang
2. Surat lzin Kerja Asisten Apoteker dan ljazah Asisten Apoleker;
3. Surat Pernyataan Asisten Apoteker; dan
4. Izin Gangguan (HO) dari Bupai.




e

apolik melampirkan :
Izin Apotik darl Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
. Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
. Surat lzin Keria Apoteker dan ljazah Apoteker;
ljazah Aslsten Apoleker; dan
.- disertal pernyataan tidak bekerfa ditsmpat lain.

-

oA w

rurnah sakit, rumah bersalin dan klinik melampirkan :

. lzin Pendirian dari Dinas Kesshatan Kabupalen Aceh Tamiang;

. lzin Gangguan (HO) dari Bupati;

Izin Mendirikan Bangunan (I1B);

. Khusus Rumah Sakil disesuaikan dengan tipe Rumah Sakit, yaitu :
a). untuk tipe A wajib Amdal;
b). untuk tipe B UPL/ UKL;
©). untuk tipe G UPL/ UKL.

2w

Industri, pabrik makanan/minuman melampirkan

1. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupalen Aceh Tamiang

Hekomendasi dari Dinas Kesshatan Kabupaten Aceh Tamiang;

. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang; dan

. lzin Gangguan {HO) dar Bupati.

s

koperasi dan badan usaha lain melampirkan Akte Pendirian / Akle
Perubahan; :

perbengkelan, doorsmeer, pergudangan, ruang penyimpanan minyak,
gas/elplji dan percetakan melampirkan Izin Gangguan (HO) dari Bupati;

‘mobil barang/penumpang melampirkan Rekomendasi darl Dinas/Kantor
Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiarg;

usaha penangkaran Sarang Burung Walet melampirkar :
1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Rekomendas! dafi Dinas/instansi terkail; dan
3. lzin Gangguan (HO) dari Bupati;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
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(5,

i

2

(2]

@)

()]

m. Usaha perhotelan, losmen, penginapan, wisma melampirkan :
Rekomendasi dari Kantor Syarial |slam Kabupaten Aceh Tamiang”
Pajak Hotel dan Restoran tahun berjalan;

Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan;

1zin Gangguan {HO) dari Bupati; dan

. Kusus Perhotelan wajib Amdal.

Bl

Selain syarat-syarat sehagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dapat ditambahkan rekamendasi dari Instansi yang terkait bila diperlukan
selanjulnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal8
Permohonan Izin Tempat Usaha harus sudah selesai diproses dalam jangka
waklu paling lama 14 {smpat belas) harl sefak tanggal diterima permohonan
yang tefah lengkap dan memenuhl semua bersyaratan seria pemchon telah
melunasi Aetribusi |zin Tempat Usaha.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi
hat-hal diluar kemampuan teknis manusia.

Pasal &

Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon yang berlaku selama
kegiatan usaha dan fisik dan tempat usaha tidak berubah serta wajib didaftar

* ulang setiap tahunnya.

|zinTempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pinak lain sebefurn
diatur oleh Peraturan yang mengatur tentang hal itu.

Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ’




Pasal 10
Penentuan Tata Ruang Perkotaan atas area tertentu untuk kegiatan jenis tempat
usaha tertentu dengan mempedomani pada Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 11
Bupati berwenang untuk menolak permohonan zin Tempat Usaha apabila tidak
dilengkapi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan
kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 12
izin Tempat Usaha dapat dicabut apabila lernyata sipemahon memberikan
keterangan palsu dan/atau menyalahi aturan yang telah ditotapkan sehubungan
dengan usaha yang dimaksud.

GOLONGAN RETRIBUSH
Pasal 13

Retribusi |zin Tempat Usaha digolongkan sebagai Relrbusi Perizinan tertentu.

BABVI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa retribusi 1zin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis usaha.

" BABVI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI




' Pasal 15

(1)  Prinsip gan sasaran dalam penetapan strukiur besamya tarif dimaksudkan
unluk menulupl biaya pelayanan perizinan dengan mempertimbangkan
kemampuan masayarakat dalam aspek keadilan.

(2) Biayasebagaiaman di maksudayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya

| P pengaturan dan per %
| BAB VIl
| KETENTUAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!
! NO KLASIFIKASL JENIS USAHA BESAR TARIF
oL I I 04
1. | Peralaan Kantor dan sokelah | 3. Jual Buku, Majalah, Koran Rp.
. Jual ATK, Alslat Sellah, Folo Copy | R
L | Perjanit can Karweks! 1 S enpricolonfperaien pokais fst 3
2 P,
3. Penjaht pahamnlbjml Ap.
L, | Assesorios 1. Jual kao= mata, Ap
2. Jual pm R,
30 al kaca .
3. Jual Kermmik lan sefenisnya Fip.
5. Jual borang antk Fip.
&, Jnal mainan ankeerak Fp.
7. Juad Mas den Persk Fo.
. Jual sogwani [5a
i, | Kebutuhen wmah tanggal | 1. Jual perabt keyu .
Kantoridstributor serake 2. Jual perabot nl-mmm Ap.
3 ekas A
i fip.
5, Jual berang elektrond A
6. Jual alsl-alat alsh maga Ap
7. Pholo studa FRp.
B D 53
8 Laundry Pp.
= 10. Dlstribertor sambaka Fi.
W | Kezehatan 1. Depat cbat Ap.
2. Apotk Aip
5. Preitak Cokder Fp
4. Klinik Ap.
5. i Ao
& Tukang Oi Ap.
7. Jual gat-alnt kesehatan Fp.
8, Finess dan Aerokic Bp.
V1. | Telekemunikasi dan Putlikast [ 1. Warbal ap.
2. Kizs Phone Ap.
3 Intermet Rp
4 Jaringsn telkomunikasi Rp.
5 Ap.
& Ao
7 Fip
& Rp
§. Parikanan [




i @ 5
i, | Rental 1. Aa-atat musik Bp
2 Poringkapan pesth Rp
3. Komputec Ap.
. Kandsraan bermator i
i | Pertambengen con Energi | 1. SPBU p
2 Junl gt Fp.
3" Jual minyakioll Ap.
a Puny'nmm minyak dan seprianya Fip.
1. | Dialer, Distributer dan 1. Dealor ekl Tig.
i Perbanghelan 3 Da wendirazn sopeda oot Rp.
1 3 Jual sspsda Rp.
4 Jual sun corlang kendsraan A
| & Bengke! mabil i
i & Dondke Hordoraan sspaca moer b
7 P
E Bar.gks fip.
| sl i .
10, Dootemer Re.
A 1 g warie AP
2 VWiama porces prs Bp
5 Dial e Recaian Rp.
X1 | Makanan dan Winunan 1. Resloran Rp
2 Catering Bp.
3l ikansng o Fip.
4. Ae.
[T, | Pertaninn cian Petomakan A A
2. Jusl bl hosil buns Ap.
3. hual pupukiohat-chatan naman fp.
3 ia beb oo g Ap.
& sl poken eosna Ap.
& Hitcharyipembibitan udang, kan Rp.
7 Jui Tk satia berfpsnyemalan kit Rp.
. Uttt ponenghaan Sevenp Burung Wl
il p.
i Rp
i} Biro / Josa Umur. 1. Jasa skspor - Impat A
2. Percatakan, penaitan Re.
3. Jasa Konsultan Ap.
& Konsutiatnam Fongcars dn Mok | 28
5 Jasa A kena Bp
6. Jasa pnnmr!m Fp. 50000 -
7. Abuntan pubik Rp. 150000
& Bito parjlanan Rp 75000
5 B fongnsan i sl on corgo| B 15000
16, Penukasen valas, pegadeia Rp. 100000,
11, Asuransi Rp.  200.000,-
[ Hp.  50.C00;
v { Gdang Kepariwiataen T Tioll bertinang Fp. 360000.-
2 Hotsl Nalal 150.000.-
3. Wisma/PensginapaniLosren Rp.  100.000.-
3 Pengelolaan fasilias wisal Rp. 75000
5. Kebun Binatang Apy  7A000.-
5. Musaum Bp  50000-
7 Bluskop Ap 100000,
£ Tempat biuran anak-anak Fp  100000-
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55

v | Persanian Jass Parbankan Fp.
1 | warkst £ Mal T, Wal .
2. Super Market Ep,
3. Mini Market Rp.
¥Vi| Gudang 1. Pargadangan Fip.
2. Auang Panyimpanan A,
v | Feparasi “Alat-alal Elekbonfk Ap.
20| ind.ehi Kecd MerunphdsiBesar: | ©
B Ka 1. Pembuaten SepatwSel
fompa/Tahu Fp. 30.000,-
3. Pangrejn Rotan / Per:
b, Menengah 1. Kliong Padi
H 2 Klang Kayu
i 3. Obat-obatan Bp. 100,000
| 4. Bahan bangunan
5. i
1
I 1. Tekshl s
i o et 2. Pabwik Kalepa Sanit .
ot | Tansportasi 1 Mg iia e Rp.
- Darat Rp.
2. Aaghutan Penuepeng ¢
- Ar Fp 00
e  Derat Hp. 100000~
Yol | Kontrakior dan Leveransit 1K Fp. 100000~
2 M Ap 200.000,-
3 B Hp. 300000,

Besarnya larif retribusi 1zin Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikul :

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

BAB IX

Pasal17

Retribusi yang terhutang dipungut di wiiayah daerah tempal Izin Tempat Usaha
diterbitkan,




RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal18

Retribusi terhutang lamanya 1 (Eatlll) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati
Pasal 19

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen fain
yang dipersamakan.

| BABXI
| SURAT PENDAFTARAN

| Pasal 20
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(23 SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar,
| - |olas dan Jengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Benluk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPJORD
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diatur iebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BABXII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1). - Berdasarkan SPAORD sebagaimana di maksud pada Pasal 19 ayat (1)
ditetapkan Retribusi terhutang dengan menarbitkan SKRD atav dokumen
{ain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan nagii pemeriksaan dan diternukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT,
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Bentuk, isi dar ian SKRD atau dokumen
lainnya yang dlpelsamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali.

BAB Xill
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal22
Pemungutan Relribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.

Talacara, laan jasa Retribusi
diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Semua hasil 1 retribusi yang dilakukar Qanun iniharus
diselor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

BAB XIvV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23
Bupali menentukan langgal jatuh tempo pembayaran dan penyeforan

Ratribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat
lerhutang.

Tala cara tempat dan
Hﬁlﬂbusi diatur Iahlhlarwtdengan Peraturan Bupati




(1)

BAB XV
TATA CARA PENANGIHAN

Pasal 24

Retrtibusl terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yan,
srsamakan, SKHDKBT, STRO dan Surat Keputusan Keberatan yan
r @gbabkan jumiah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tida

kurang bayar oleh Wajib Retibusi dapat ditagih melalul Surat Peringata
TE@O fan dan suratlain yang disamakan.

Penagihan Retibusi melalui Surat Pedngatan/teguran atau surat lain yan:
disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yan
berlaku

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajity Retribusi tidak membayar tepat pada waklunya atau kuran
membayer, cikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % {dua perser
setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan dilagih denga:
menggunakan STDR.

(&)

BAB Xvil
KEBERATAN

Pasal 26

Wallh Retribusi dapat mengajukan keberalan hanya kepada Bupati aia
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakar
SKRDKST dan SKRDLB,

Keberatan dizjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diseric
alasan-aiasan yang jelas,
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Dalam hal Wajib Retribust gajukan atas ketetapan Relribusi,
wajlb Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan
Retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka walktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan
SKRDLE diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu Itu tidak dapat dipenuhl karena keadaan
diluar kekuasaannya.

Keberalan yang lidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayai (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewaijiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan yang diajukan.

Pasal 27

Bupall dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukar.

Keputusan Bupali atas dasar keberatan dapatberupa menerima seluruhnya
alau sebagian, menolak atau menambah besamya Retribusi yang terhutang,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat () telah lewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang dsa;ukan terssbut
dianggap dikabuikan.

BABA XVill
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajit Retribusi dapat mengajukan
permehonan pengembalian kepada Bupati.
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Bupall dalam jangka waktu pating lama 6 (enam) bulan sejak ditefimanya
permohonan kelebihan pembayaran Retibusi sebagaimana dimaksud pada.
ayat (1) harus memberikan Keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupali tidak ikan suatu Kepult nohonan peng

ihan retribusi dianggap di dan SKRDLB harus diterbitikandalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Waiib Retribusi mempunyal hutang Retribusi fainnya, kelebihan
pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLE hasus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan pembayatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilakukan dalam jangka waktu paling fama 2 {dua} bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Relribusi dilakukan setelah
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan Imbalan denda sebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
Retribusi.

Pasal29

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retibusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a.  namadan alamat wajib Retribusi,

b masa Relibusi;

¢ besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retirubsi disampaikar
secara fangsung atau melalui pos tercatal.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercata
merupakan bukti saal permohonan diterima oleh Bupali.
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Pasal 30

pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan Retribusi.

Apabila p 1 Retribusi diperti dengan hutang
Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang bedaku sebagai
bukti pembayaran.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31
Bupali dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi.
Peng i 1 dan g Retribusi imana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempehatikan kemampuan wajib
Retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribus! diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupat.

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 32

Hak untuk melakukan penagihan Retribus, kadaluarsa selelah mempunyai
jangka waklu 3 {tiga) tahun terhitung sejak, saat terhutang retribusi, kecualf
apabila Wajib Retribuai melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusl,

‘Kadaluaarsa ihan retribus] imana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran; alau

b. adapengakuan huiang retribusi dar wajib retibusi baik langsung maupurn
tidak langsung.
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(2)

Pimarig Retribusi yang tidak mungkin difagih lagl karena hak unluk
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
Wajib Retribusi yang tidak aji sehingga

keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama € {enam) bulan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah retribusi yagn terhutang.

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana
Pelanggaran.
BAB XXIi
PENYIDIKAN

Pasal 34

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak
Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a i mengari, dan menefiti keterangan atau
laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah
agar keterangan alau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

b, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang
Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukii dari Orang Pribadi atau Badan
sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retibusi Daerah;

d. memeriksa bukli-bukti, catatan-catatan dan dokumnen-dokumen lain
berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
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e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bkt pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, secara melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat p i 1sedang
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurute;

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi

i.  memanggtl oranguntuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
lersangka atau saksi;

J menghentikan penyidikan;

k. - melakukan Tindakan lain yang peru untuk kelancaran Penyidikan Tindak
Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampalkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umurm,
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tehun
1981 lentang Hukum Acara Pidana

BAB XXIll
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Dengan beriakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 007
Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempal Usaha dan semua ketentuan yang
bertentangan dengan Qanunini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenal peraturan
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 37

Qanun inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada
tanggal 1 Agustus 2006.

Agar seliap orang inya, m kan per Canun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Banu

Fadatanggal 12 Mel 2006 M
14 RabiulAwal 1427H
Diundangkan di Karang Baru Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Padatanggal 12 Mei  2006M 12 Mei 2006 M
14 RablulAwal 1427H ‘]/1/‘}&\
SEKRETARIS DAERAH AHBUDEIN USMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

i

MARZUKI. AR

LEMBARAN UAERAH KABURATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 45
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG
RETRIBUSI IZINTEMPAT USAHA

uMmumM

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Parubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta Feramran Pemerintah NamorGGTahun
2001 tentang Retribusi D bagai ur
Otonomi Daerah yang luas, nyatadan bertanggungjawab atas pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sera
pelayanan masyarakat yang berasa! dari Pendapatan Asli Daerah,
khususnya yang bersumber dari Retibusi Dacrah peru ditingkatkan sebagai
kemandirian Daerah dalam hal menjalankan roda Pemarintahan Daerah
sebagaimana yang diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli
Dagerah yaitu berasal dari Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Ternpat Usaha
merupakan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Dagrah,

Pemungutan Retribusi alas pemberian pelayanan jasa dan perizinan
dibldang Tempat Usaha dilaksanakan dengan memegang leguh pada prinsip-
prinsip keadilan dan kepastian hukum oleh karena itu prosedur penetapan
dan p gutan Retribusi tersebut di 1galur hak dan kewajiban wajio
Retribusi dimaksud,

PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas




kurang, maka
akan di kepada si p untuk
persyaratan tersebut agar dapat di proses.

Ayat (2)

Dihuar e i - i bangir,
kahakaran atau hitang dan lain-tain.

Pasal 9
Ayat (1)
- Cukugp jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Pasat10
Jika blok-blok tersebut akan dibangurnt Perkantoran, Komplek
perumahan dan bangunan sefe'us maka Izin lidak dapal diberkan
kepada pemohon.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas




Pasal 14

Cularp jelas
Pasad 15

Cup jelas
Pasal 16 )

Culup jetas
Pasal17

Culaxp jelas
Pasal 18

Culup jelas
Pasal 19

Culup jetas
Pasal 20

Culup jolas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Culup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

27



Gukupjelas
I . Pasal28
Cukup jelas
| Pasal29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup felas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2006 NOMOR 9
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